


BAB I 
PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang Masalah
Digitalisasi dalam sektor pemerintahan telah menjadi suatu keharusan yang mendesak untuk mencapai tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sistem informasi terintegrasi yang mencakup proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mulai diwajibkan sejak Januari 2024, sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 500.5.4/48/SJ tanggal 6 Januari 2023, meskipun pengembangannya telah dimulai sejak diterbitkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Pada akhir tahun 2022, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)  mulai dikembangkan secara lebih komprehensif untuk memperkuat integrasi sistem dan meningkatkan efisiensi manajemen keuangan daerah secara nasional.
[bookmark: _GoBack]Sebelum penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Subulussalam menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebagai sistem pelaporan keuangannya. Meskipun Sistem Informasi Manajeman Daerah (SIMDA) memberikan dukungan dalam proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, sistem ini memiliki sejumlah keterbatasan signifikan, seperti kurangnya integrasi antara modul perencanaan dan penganggaran,  ketidakberhubungan data secara nasional, serta keterbatasan akses jaringan dan kebutuhan untuk pembaruan manual. Sistem ini juga belum mendukung pengelolaan data secara real-time dan masih bersifat lokal, sehingga menyulitkan konsolidasi lintas unit dan meningkatkan risiko terjadinya ketidaksesuaian data. Dengan diterapkannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada tahun anggaran 2024, BKPSDM  Kota  Subulussalam  berharap  dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dari segi ketepatan  waktu, akurasi, maupun kelengkapan informasi yang disajikan. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dianggap mampu memenuhi kebutuhan efisiensi sistem pelaporan, mengurangi kesalahan input, serta meningkatkan akuntabilitas keuangan di lingkungan pemerintahan daerah. Namun, realitas di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan tersebut. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)  di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan kemampuan teknis pegawai, kurangnya pelatihan berkelanjutan, hingga resistensi dari pegawai yang masih terbiasa dengan sistem sebelumnya. Kesulitan dalam penginputan dan validasi data, serta kurangnya integrasi informasi antar bidang, menyebabkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan masih belum optimal.
Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara harapan (das sollen) yakni sistem Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang idealnya mampu menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi dengan kenyataan (das sein) yang masih diwarnai oleh berbagai kendala teknis dan manajerial. Laporan keuangan yang belum sepenuhnya relevan, andal, komparatif, dan konsisten berdampak langsung pada efektivitas pengambilan keputusan serta kredibilitas institusi di mata publik dan auditor eksternal.
Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)  terhadap kualitas laporan keuangan, namun sebagian besar berfokus pada konteks yang berbeda, baik dari segi geografis maupun kapasitas kelembagaan. 
AjengRosianaAnjanidkk.dalampenelitiannya di KecamatanCicalengkamenemukanbahwaimplementasiSistemInformasiPemerintahan Daerah (SIPD) dansistempengendalian intern berpengaruhterhadapkualitaslaporankeuangan. Namun, penelitiantersebutbelummembahassecaramendalamtantanganteknis yang dihadapidalamimplementasi SIPD padatingkatorganisasiperangkatdaerah(Anjani  A.; Framesthi, D. B., 2024)
Sementaraitu, studi yang dilakukanoleh Dina Fitriasari di SatuanKerjaPerangkat Daerah Kota Bandung menambahkanbahwakompetensisumberdayamanusiajugamenjadifaktorpenentukualitaslaporankeuangan. Akan tetapi, kontekspenelitiandilakukan di kotabesardenganinfrastrukturdanfasilitas yang lebihmemadaidibandingkandengandaerahkecilseperti Kota Subulussalam(Fitriasari, 2024)
LidyaFitrianidanAgusSolikhinjugamenyajikan model hubunganantaraimplementasi SIPD dankualitaspengelolaankeuangandaerahdenganmenambahkanvariabelteknologiinformasisebagaivariabelmoderasi.Meskipundemikian, studitersebutbelummenjelaskansecaraspesifikmengenaiefektivitaslangsungdari SIPD di daerahdenganketerbatasansumberdayasepertihalnyaSubulussalam(Fitriani & Solikhin, 2023)
Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan bahwa belum ada kajian yang secara spesifik meneliti efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah daerah skala kecil seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Subulussalam, yang berada dalam tahap transisi dari sistem lama menuju sistem digital yang terintegrasi. Tidak hanya dari sisi hasil, tetapi juga perlu dianalisis lebih lanjut mengenai proses implementasi, kesiapan pegawai dan faktor-faktor yang memengaruhi tercapainya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan kesenjangan tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian berjudul: “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Subulussalam.”

1.2 IdentifikasiMasalah
Berdasarkan	uraian	latar belakang dapat di identifikasi beberapa permasalahan, diantaranya :	
1. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD belum berjalan optimal karena kurangnya pelatihan teknis.
2. Belum adanya evaluasi mendalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD terhadapkualitaslaporan keuangan.
3. Peralihan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menghadapi beberapa kendala terutama pemahaman terhadap sistem baru.

1.3 BatasanMasalah
Penelitianinimemilikibatasanruanglingkup yang ditetapkanuntukmemastikanfokusdanmenghindaripenyimpangandaritujuan yang telahditentukan.
PenelitianinisecarakhususmenelitipenerapanSistemInformasiPemerintahan Daerah (SIPD) di BadanKepegawaiandanPengembanganSumberDayaManusia (BKPSDM) Kota Subulussalamsertakualitaslaporankeuangan yang menjadifokusdalampenelitianinidianalisisberdasarkanempatkarakteristikutama, yaiturelevansi, reliabilitas, komparabilitas, dankonsistensi, sesuaidenganketentuandalamStandarAkuntansiPemerintahan (SAP).
ModulSistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dianalisisterbataspadafungsiperencanaananggarandanpelaporankeuangan, tanpamencakupfitur lain. 

1.4 RumusanMasalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Subulussalam.

1.5 TujuanPenelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Subulussalam.

1.6 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, baik dari segi akademik maupun praktis. Manfaat penelitian ini tidak hanya dirasakan oleh peneliti sebagai penyusun karya ilmiah, tetapi juga bagi institusi akademik,instansi pemerintah,danpeneliti selanjutnya yangtertarik dengan topik serupa. 
Berikut adalah manfaat penelitian ini bagi masing-masing pihak :

1.6.1 Peneliti
Penelitian ini akan memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalammengenaipenerapanSistemInformasiPemerintahanDaerah(SIPD) sertafaktor-faktoryangmempengaruhikualitaslaporankeuangan,yangdapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya.
1.6.2 UniversitasMuslimNusantaraAl-Wasliyah
Hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen keuangan dan sistem informasi, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian akademik di masa depan.

1.6.3 BadanKepegawaiandanPengembanganSDMKotaSubulussalam
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga kualitas laporan keuangan dapat meningkat dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah lebih baik.

1.6.4 Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) atau topik terkait dalam konteks pemerintahan daerah.
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